Nomor
Sifat

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Mataram, 18 Juli 2024

: 454/ PP.06-SD/52 /2024
: Penting

Lampiran : 1 (Satu) Lembar

Perihal

Yth.

: Permohonan Narasumber

Kepada
Ketua Komisi informasi NTB
di-

Mataram

Dengan Hormat,

Dalam rangka mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024
melalui Peningkatan Angka Partisipasi dan Pelayanan Informasi
Publik, KPU Provinsi NTB akan melaksanakan Rapat Koordinasi
“Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pilkada 2024 dan Standar
Pelayanan Informasi Publik pada masa Tahapan Pilkada”.

Sehubungan dengan itu, mohon kesediaan Bapak sebagai
Narasumber dengan tema “Standar Pelayanan Informasi Publik
pada masa Tahapan Pilkada”. Disamping itu agar menugaskan 2
(dua) orang Sekretariat Komisi Informasi sebagai peserta dalam
kegiatan yang akan dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Sabtu 20 Juli 2024

Waktu : 19.30 WITA - Selesai

Tempat : Lombok Astoria Hotel, Mataram

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima
kasih.

Ketua/Komisi Pemilihan Umum

P V‘fﬁéﬁ\‘({sﬁ \Tenggarg, Barat,

Muhammad Khuwailid



Lampiran I
Surat Nomor : 454 /PP.06-SD/52/2024

Perihal : Undangan Rakor Sosdiklih Pilkada 2024
JADWAL KEGIATAN
WAKTU | KEGIATAN | KETERANGAN

SABTU, 20 JULI 2024
13.00 - 15.00 | Check In Peserta dan Persiapan

Peserta dan Panitia

Kegiatan
15.00 - 16.00 | Registrasi Peserta Peserta dan Panitia
Pembukaan MC

16.00 — 16.15 | Menyanyikan Lagu Kebangsaan

Indosiesia Reya Peserta dan Panitia

Menyanyikan Jinggle Pilkada Peserta dan Panitia
I . - Doa - Panitia
Lo EE L Laporan Kegiatan - Kabag Teknis Parhumas
Sambutan Ketua KPU Provinsi NTB 5
16.30 - 16.45 sekaligus membuka acara Muhammad Khuwailid
16.45 - 17.30 | pengarahan Ketua dan Anggota KPU | gomisioner KPU Provinsi NTB
17.30 - 19.30 | Ishoma Peserta dan Panitia
- Sansuri, S.Pt., MM (Ketua
19.30 — 21.30 Sesi 1 “Standar Pelayanan Informasi Komisi informasi NTB)
g ) Publik pada Masa Tahapan Pilkada” |- Moderator: I Made Merta Arta,
SH., MH

MINGGU, 21 JULI 2024
Sesi 2 “Desa Sebagai Basis Pilkada |

Dr. Agus., M.Si (Akademisi UIN

L. . Mataram)
09.00 - 11.00 | Partisipatif dan. Pen“tmgnya .. ‘Moderstor: T Meale Mette Arta,
Kepeloporan Berbasis Desa
SH., MH
Brainstorming Session: ' gagjguﬁbgf: Agus. . Hilman,
11.00 - 12.30 | Pelayanan Informasi Publik pada o s alu Ni di
Masa Tahapan Pilkada -  Moderator: L lu izamuddin A
A, S.Sos., M.Si
12.30 - 14.00 | Ishoma Peserta
Strategi Sosialisasi Pilkada : - Narasumber: Agus Hilman,
- Parade S.So0s., M.Si
14.00-15.90 | | peresesn - Moderator: Lalu Nizamuddin A
- Desa sebagai basis Partisipatif A, S.Sos., M.Si
15.30 - 16.00 | Ishoma Peserta dan Panitia
Sesi Diskusi:
Strategi sosialisasi Pilkada | Narasumber: Agus Hilman,
berbentuk: s
16.00 — 17.30 Parade £.8as.; ML
- ' ) Par e -  Moderator: I Made Merta Arta,
B g SH., MH

- Desa sebagai basis partisipatif
(Pelopor Desa Demokrasi)

17.30 - 19.30 | Ishoma Peserta

- Narasumber: Agus Hilman,

Rekomendasi Hasil Diskusi oleh S.Sos., M.Si

19.30 - 21.00

KPU Kabupaten/Kota -  Moderator: I Gede Suantara,
MH
21.00 - selesai | Ishoma Peserta dan Panitia
SENIN, 22 JULI 2024
09.00 — 10.00 | Persiapan Penutupan Kegiatan MC

10.00 — Selesai | Kesimpulan /Penutupan Kegiatan Ketua/ Anggota KPU Provinsi NTB

Mataram, 18 Juli 2024
A Komisi Pemilihan Umum




RAPAT KOORDINASI STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA MASA
TAHAPAN PILKADA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NTB

DAN STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
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Dalam rangka menyusun strategis sosialisasi dan Pendidikan pemilih pada
penyelenggaraan Pilkada serentak 2024, KPU Provinsi NTB kumpulkan seluruh Ketua
Divisi Sosiklih Parmas se NTB sabtu (20/7) di Mataram.

Kegiatan yang dibalut dalam Rapat Koordinasi ini juga membahas terkait standar
pelayanan informasi publik pada masa tahapan Pilkada 2024

Dalam sambutannya, Ketua Divisi Perencanaan data dan informasi Halidy
mengatakan "kegiatan ini sangat penting untuk dilaksanakan terutama terkait dengan
sosialisasi agar linier dengan KPU Provinsi.

"Perlu Formula yang tepat dalam melakukan sosialisasi, sehingga sosialisasi yang
dilakukan tepat sasarannya", sambuh halidy

Sementara itu Ketua Divisi Teknis Zuriati mengingatkan peran sentral KPU Kabupaten
Kota dalam menusun DPT.

"Ini harus diperhatikan data-datanya, karena mestinya TPS harus dekat dengan
rumah pemilih itu sendiri. Nah disitu sebenarnya yang harus kita perhatikan pada saat
sekarang dalam penyusunan daftar pemilih, ini sangat mempengaruhi tingkat
partisipasi kedepannya", ujar Zuriati
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Perihal standar pelayanan informasi, ia menyampaikan peran kasubag teknis
sesungguhnya dalam rakor sosialisasi tersebut.

"Jangan sampai ada pihak yang merasa tidak terlayani dengan baik, informasi apapun
yang diminta kita harus bisa menjelaskan apakah yang diminta dapat kita berikan
dalam bentuk data ataupun hanya informasi saja".

"Misalnya meminta data ijazah dari bakal Pasangan calon kita kasih apa enggak,
tetapi bukan berarti informasinya tidak, bukan kita berikan ijazahnya tetapi kita berikan
informasi", sambung Zuriati

Lain hal dengan Zuriati, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Agus Hilman lebih
mengingatkan kerjasama dan kolaborasi dengan kelompok-kelompok masyarakat
dalam meningkatkan angka partisipasi.

"Kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya pendidikan pemilih kita memunculkan
seperti membuat Pelopor Desa Demokrasi”,

Menurutnya, kita bisa melihat dampak yang maksimal dari program DP3 dahulu, di
Desa Mantun Sumbawa Barat naik partisipasinya dibanding pada pemilu 2019, atau
misalkan di Desa Barabali pada saat itu rendah sekali paling rendah di Lombok
Tengah, sekarang sudah tinggi dan bahkan kader DP3 nya menjadi anggota PPK.

"Menurut saya itulah cara kita untuk bagaimana meningkatkan Partisipasi di dalam
Desa", tegas Hilman



Turut hadir peserta pada rakor tersebut seluruh Sekretaris dan Kasubbag Tekmas se
KPU Kab/Kota se NTB

Hadir Sebagai Narasumber Komisioner Komisi Informasi Provinsi NTB Sansuri dalam

memberikan paparan tentang Standar Pelayanan Informasi Pada masa Tahapan
Pilkada kepada seluruh Peserta.
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SILATURAHMI DAN DISKUSI PPID KPU PROVINSI NTB DENGAN KOMISIONER
KOMISI INFORMASI TAHUN 2025
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Dalam rangka memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, PPID KPU Provinsi NTB yang
diwakili oleh Lalu Nizamuddin Afandi Arungan melaksanakan kegiatan silaturahmi dan
diskusi bersama Komisioner Komisi Informasi, Sansuri, pada tahun 2025.

Kegiatan ini untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan pemahaman mengenai
pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, khususnya pada penyelenggaraan
tahapan teknis Pemilu. Diskusi juga menjadi sarana bertukar pandangan terkait
pengelolaan informasi publik yang memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta
tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan sesuai
peraturan perundang-undangan. Dikesempatan tersebut disampaikan Laporan
Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 di Lingkungan KPU Provinsi NTB.

Fokus pembahasan meliputi keterbukaan informasi terhadap dokumen pencalonan
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta dokumen pencalonan calon
anggota legislatif. Dalam diskusi tersebut dibahas ruang lingkup informasi yang dapat
diakses oleh masyarakat, mekanisme pelayanan informasi, batasan pemberian akses
terhadap dokumen yang mengandung data pribadi atau informasi yang dikecualikan,
serta pentingnya keseragaman penerapan ketentuan keterbukaan informasi oleh
penyelenggara Pemilu.
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Hasil diskusi diharapkan menjadi referensi bagi PPID KPU Provinsi NTB dalam
meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, memperkuat tata kelola
dokumentasi informasi pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, serta
membangun sinergi yang berkelanjutan dengan Komisi Informasi dalam mewujudkan
penyelenggaraan Pemilu yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.



